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ABSTRAK 

 

PENERAPAN SAMSAT DIGITAL NASIONAL DALAM PELAYANAN 

 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAKSANA  

TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN  

 BAGAN BATU ROKAN HILIR  

 

Oleh: 

RIA YUSNITA PALENTINA SITINJAK 

NIM. 02270620669 

 Penulisan Tugas Akhir ini dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu yang dimulai pada tanggal 19 

februari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SIGNAL 

dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. Aplikasi SIGNAL memungkinkan 

pembayaran pajak secara daring, yang mendukung efisiensi dan transparansi 

layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan meski SIGNAL memberi 

kemudahan, pemanfaatannya masih rendah karena minimnya sosialisasi dan 

kendala teknis. Masyarakat cenderung memilih pembayaran manual. Oleh karena 

itu, diperlukan optimalisasi dan edukasi berkelanjutan agar pemanfaatan layanan 

digital dapat ditingkatkan secara maksimal. 

 

Kata kunci:  Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Digital Nasional, 

Pelayanan Publik, Upt Pengelolaan Pendapatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas 

daerah daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban 

mengatur serta mengurus urusan pemerintahan secara mandiri demi meningkatkan 

penyelenggaraan dan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk menjalankan 

fungsinya, daerah berhak mengenakan pungutan berupa pajak kepada Masyarakat. 

Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945, 

yang menempatkan perpajakan sebagai elemen penting dalam pelaksanaan 

kenegaraan. Undang undang menegaskan bahwsa beban yang dikenakan kepada 

rakyat, seperti pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, harus diatur 

dengan peraturan perundang undangan. 

 Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi negara maupun 

pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak 

didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh individu 

atau badan secara memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara 

langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam 

mendukung pembiayaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. 
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 Selain itu pajak dianggap sebagai alternatif yang sangat potensial. Sebagai 

salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial. sektor pajak 

merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil dan 

merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai 

Pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (Pajak 

Pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara 

bukan pajak. Salah satu pos penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah. Berdasarkan kewenangan 

pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pungutan dan pengelolaannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang 

dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang 

berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah salah satu jenis 

pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dasar hukumnya adalah undang 

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Adapun pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi 

maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau pemberian. 

Jenis pajak daerah berdasarkan undang undang tersebut adalah pajak kendaraan 

bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor; Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Retoran; 

Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan 
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Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Wallet; 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Berolehan Hak Atas 

Tahan dan Bangunan. 

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksankan tanggung jawab 

Negara diberbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi 

rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan 

peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan 

nasional. Pajak sebagai penerimaan tanpaknya sudah jelas bahwa apabila pajak 

ditingkatkan maka penerimaan negara akan semakin meningkat sehingga negara 

dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai sektor mengalami 

transformasi, terutama dalam bidang teknologi, kemajuan teknologi dan digitalis 

masi berdampak signifikan terhadap berbagai aspek pelayanan. Salah satunya 

adalah pemanfaatan aplikasi berbasis internet, yang memungkinkan kita untuk 

mengakses layanan komunikasi melalui pesan singkat, panggilan suara, panggilan 

video, percakapan daring, transaksi finansial, pengelolaan data, dan juga 

permainan serta media sosial. Teknologi ini dimanfaatkan untuk mempermudah 

pelayanan yang diberikan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. 

Salah satu sektor yang mengalami Reformasi adalah pelayanan publik, 

terutama melalui Sistem Aministrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 

SAMSAT adalah sistem administrasi yang di rancang untuk mengembangkan dan 

mempercepat pelayanan bagi kepentingan masyarakat untuk dilaksanakan dalam 

satu gedung. “Menurut Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 Tentang 
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Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam 

Pasal 1 Ayat 1, Sitem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya 

disebut samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaran registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik 

nama kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan 

lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor 

samsat. Kantor samsat melibatkan tiga instansi pemerintahan yaitu; badan 

pendapatan daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT. (Persero) 

asuransi kerugian jasa raharja. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada 

masyarakat atau wajib pajak. kantor pelayanan pajak yang bekerja sama dengan 

Kepolisian Republik Indonesia yang telah membuat inovasi baru yang dirancang 

untuk memudahkan Masyarakat. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan 

kemudahankan dan kenyamanan pemilik kendaraan bermotor saat transaksi 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Dalam era digital, penerapan SIGNAL menjadi solusi inovatif dalam 

meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Melalui sistem ini, pelaporan, 

pembayaran dan pengelolaan data pajak dilakukan secara digital, sehingga 

mempermudah wajib pajak dan meningkatkan efisiensi serta transparansi 

pelayanan. Salah satu contoh penerapan sistem berbasis elektronik ini adalah 

SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang memungkinkan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya secara cepat dan mudah.  

SIGNAL Sebagai wadah suatu sistem kecerdasan aplikasi yang berjenis 

digital untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan online dan juga 
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membantu kebutuhan kebutuhan dari Badan Pendapatan Daerah, Jasa Raharja dan 

Bank Pembangunan Daerah dengan tidak melalaikan. 

Fungsi Pengawasan Regient Kepemilikan kendaraan yang merupakan 

tugas utama Kepolisian Republik Indonesia. aplikasi SIGNAL adalah suatu wadah 

untuk mengesahkan “STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Pembayaran Iuran Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ) 

secara digital” dengan data kendaraan bermotor Polri, data kepedudukan, 

kementerian Dalam Negeri. “SAMSAT Digital Nasional dilakukan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.” Dengan adanya inovasi 

layanan berbasis elektronik ini, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, meminimalisir praktik pungutan 

liar, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dan dapat diakses 

melalui aplikasi dengan mendowload melalui playstore atau Appstore. Selain itu 

selama kegiatan pelayanan melalui SIGNAL memiliki Standar Operasional 

Prosedur yang di akses atau dilihat melalui website https://SAMSATdigital.id/. 

Dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan 

pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu Rokan 

Hilir tidak luput dari permasalahan terkait penyelenggaran pelayanan. 

Pembayaran pajak kendaraan bermotor pada pengelolaan pendapatan bagan baru 

masih ada permasalahan yang sering muncul, seperti, kurang nya pemahaman 

masyarakat tentang menggunakan aplikasi SIGNAL, sering terjadi gangguan 

jaringan. 

https://samsatdigital.id/
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Berdasarkan data penerimaan per-User dari Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, transaksi jumlah wajib pajak yang 

melakukan perbandingan yang belum signifikan. Berikut data jumlah transaksi 

pembayaran pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu Rokan hilir. 

Tabel 1.1  

Jumlah Wajib Pajak Membayar Secara Manual dan SIGNAL 

No Tahun Jumlah WP Manual Jumlah WP SIGNAL 

1. 2022 34.852 60 

2. 2023 36.848 70 

3. 2024 35.816 89 

 Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, 2025 

 

Setelah diterapkan aplikasi Samsat Digital Nasional pada bulan Januari 

2022 dalam penerimaan pajak Kendaraan Bermotor masih tergolong rendah. 

Sebagian besar masyarakat belum memahami tentang proses pembayaran pajak 

melalui kantor pos atau transfer lewat bank sehingga banyak masyarakat Bagan 

Batu masih melakukan pembayaran pajak secara manual ke kantor SAMSAT 

Bagan Batu, padahal kantor SAMSAT telah menyediakan aplikasi untuk 

mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu masyarakat 

bagan batu masih banyak melakukan proses pembayaran pajak kendaraan 

bermotor secara langsung ke kantor SAMSAT dengan alasan yang dianggap lebih 

praktis. 
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Tabel 1.2  

Target dan Realisasi Penerimaan PKB di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu 

No Tahun  Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen 

1 2022 25.905.035.613 28.336.860.000 109,39% 

2 2023 28.793.365.516 32.870.077.017 107,83% 

3 2024 30.552.085.634 31.926.798.915 104,50% 

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, 2025 

 

Berdasarkan data penerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang 

dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, terlihat adanya 

peningkatan realisasi setiap tahunnya, data ini menunjukan bahwa penerimaan 

PKB di Bagan Batu dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul: 

“PENERAPAN SAMSAT DIGITAL NASIONAL DALAM PELAYANAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

(UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU ROKAN HILIR” 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Penerapan Samsat Digital Nasional Dalam Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Bagan Batu Rokan Hilir? 

2. Apa Dampak Penerapan Samsat Digital Nasional Terhadap Pelayanan 

Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu Rokan Hilir? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Penerapan Samsat Digital Nasional Dalam Pelayanan 

Pajak Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu Rokan Hilir. 

b. Untuk Mengetahui Dampak Penerapan Samsat Digital Nasional Terhadap 

Pelayanan Pajak Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Bagan Batu Rokan Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Bagi mahasiswa 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Samsat 

Digital Nasional Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor serta 

dampak terhadap peningkatan efesiensi dan kepatuhan wajib pajak Pada 

Unit Pelasana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu Rokan 

Hilir. 

b. Bagi pembaca  

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi pihak pihak yang 

tertarik dalam bidang pembaca terkait penggunaan teknologi dalam 

pelayanan pajak kendaraan bermotor. 

c. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbnagan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Digital Nasional, 

guna memberikan pelayanan yang lebih efektif, efesien dan trasparan 

kepada Masyarakat. 
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d. Bagi penulis  

Sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3 Administrasi 

Perpajakan dalam Memahami Penerapan Samsat Digital Nasional Dalam 

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu Rokan Hilir. 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Lokasi Penelitian  

    Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, Jl. Lancang kuning No.111, Kecamatan 

Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. 

1.5.2 Waktu Penelitian  

      Penelitian dilakukan Pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 

Tahun 2025, pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu Rokan Hilir 

1.5.3 Jenis Data 

a. Data primer  

Menurut Sugiyono (2017) adalah data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh suatu organisasi atau individu langsung dari objek 

penelitiannya. 

b. Data sekunder  

Menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari buku buku, serta dokumen dan literatur. 
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1.5.4 Metode Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi merupakan proses pengumpulan informasi secara aktif dari 

sumber utama. Penulis turun langsung ke lapangan untuk mengamati 

permasalahan yang diteliti yaitu penerapan sistem informasi berbasis 

elektronik dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dan 

narasumber terpercaya bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

akurat. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data data yang diperoleh dari tempat 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Data diambil dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan 

penulis butuhkan. Olahan dari dokumen dokumen yang didapat yang 

kemudian dipresentasikan dalam sebuah hipotesa atau kesimpulan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu dengan 

menganalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu 

penjelasan dengan kata kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap 

jelas dan data dinyatakan tidak dalam bentuk statistik. 
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Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah menyusun kedalam 

beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti uraian 

sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN   

 Bab ini mnguraikan masalah masalah tentang latar belakang masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data 

dan sistematika penulisan. 

BAB II:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum Lokasi penelitian 

kantor yang meliputi Sejarah singkat kantor, Visi dan Misi, struktur 

organisasi, dan tugas pokok seksi/unit kerja. 

BAB III:  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

 Penulis menguraikan gambaran data Mengenai Penerapan Samsat 

Digital Nasional Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu. 

BAB IV:   PENUTUP  

 Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran saran tang bermanfaat dan diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu 

SAMSAT berdiri pada tahun 2002. Kantor Samsat Bagan Sinembah 

adalah kantor samsat yang berdiri setelah Kantor samsat kecamatan Bangko 

Bagan Siapi api pada tahun 2010. Barulah Kantor Samsat Kecamatan Bagan 

Sinembah mendapatkan fasilitas yang cukup memadai, walaupun sistem yang 

digunakan untuk menghimpun data masih secara manual. 

Pada tahun 2017 Kantor Samsat Bagan Sinembah sudah menggunakan 

sistem penginputan data secara online. Dari Tiga kantor Samsat yang ada di 

Kabupaten Rokan Hilir, hanya kantor Samsat Bagan Batu yang baru 

menggunakan penginputan data secara online dan data yang di input sudah 

langsung terhubung dengan data yang ada dipusat. Seperti tanda pelunasan 

pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam 

STNK/STCK sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang 

pemerintahan daerah menyatakan bahwa “otonom daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Peraturan Gubernur Riau nomor 79 tahun 2017 tentang pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dengan 

peraturan gubernur Riau ini dibentuk UPT yang terdiri dari: 



13 

 

Tabel 2.1  

Daftar UPT di Provinsi Riau 

NO UPT ALAMAT 

1 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Pekanbaru Kota, Kelas A 

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru 

28116, Telp. (0761) 22883 

2 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Simpang Tiga, Kelas A 

Jl. Jend Sudirman No. 06 Simpang Tiga 

Pekanbaru 28284 Telp. (0761) 7079852 

3 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang Kelas A 

Jl. Letnan Boyak No. 74 Bangkinang 

Telp. (0762) 

4 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Rengat, Kelas A 

Jl. SMA No. 73 Rengat Telp. (0769) 

22202 

5 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tembilahan, Kelas A 

Jl. Pendidikan No. 09 Tembilahan Telp, 

(0768) 22734 

6 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Kota Dumai, Kelas A 

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 260, Dumai, 

Telp (0765) 31182, 31575 

7 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Pasir Pangaraian, Kelas A 

Jl. Dipenegoro Km. 2, Pasir Pangaraian 

Telp. (0762) 91242 

8  UPT Pengelolaan Pendapatan 

Pangkalan Kerinci Kelas A 

Komplek Bakti Paraja Perkantoran 

PEMDA Pangkalan Kerinci No.02 

Telp.081268411534 

9 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Taluk Kuantan, Kelas A 

Jl. Proklamasi Teluk Kuantan Telp. 

(0760) 20455 

10 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Duri, Kelas A 

Jl. Desa Harapan No. 61, Duri, Telp. 

(0765)94289 

11 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Perawang Kelas A 

Jl. Raya Km. 7 Perawang Telp. 

085355708824 

12 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Siapi Api, Kelas B 

Jl.Perwira No.107a, Bagan Siapi Api 

Telp. (0767) 21906 

13 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Siak Sri Indarapura, Kelas B 

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 26 Siak Sri 

Indrapura Telp. 0811756009 

14 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Selat Panjang, Kelas B 

Jl. Merdeka Selat Panjang, Telp. (0763) 

32403 

15 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu, Kelas B 

Jl. Lancing Kuning No. 111 Bagan Batu 

Telp. (0762)551868 

16 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Kubang, Kelas B 

Jl. Raya Tarakak Buluh Kubang Telp. 

08127019985 

17 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bengkalis, Kelas B 

Jl. Antara No. Bengkalis Telp. (0765) 

211422 

18 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Rumbai, Kelas B 

Jl. Yos Sudarso No. 339 Rumbai 

Pekanbaru Telp (0761)7049064 

19 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tapung, Kelas B 

Jl. Raya Bangkinang, Petapahan  

20 UPT Pengelolaan Pendapatan 

Panam, Kelas B 

Jl. SM. Yamin Arengka II, Pekanbaru 

Telp (0761)565986 

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Riau 
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UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, adalah UPT Pengelolaan 

Pendapatan kelas B yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian kegiatan 

Teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah 

kelas B dibidang pekerjaan umum. 

Tabel 2.2  

Daftar UP Diprovinsi Riau 

NO UP Alamat 

1 UP Pengelolaan Pendapatan Ujung 

Tanjung Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Lintas Timur Sumut Km 167, 

Ujung Tanjung 

2 UP Pengelolaan Pendapatan Air 

Molek Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Sudirman Air Molek 

3 UP Pengelolaan Pendapatan Ujung 

Baru Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Jendral Sudirman No. 40 D Uju 

Batu Kode Pos 28454 

4 UP Pengelolaan Pendapatan Kota 

Baru Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Kelapa Gading. Kota Baru 

5 UP Pengelolaan Pendapatan 

Pangkalan Kuras Bapenda Provinsi 

Riau 

Jl. Lintas Timur (Pekanbaru-Sorek) 

Km 111 Sorek 

6 UP Pengelolaan Pendapatan Kandis 

Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km 73 

Kandis Desa Belutu (Kampong Jawa) 

7 UP Pengelolaan Pendapatan 

Singing Hilir Bapenda Provinsi 

Riau 

Jl. Jendral Sudirman Koto Baru 

8 UP Pengelolaan Pendapatan 

Kuantan Mudik Bapenda Provinsi 

Riau 

Jl. Jendral Sudirman Lubuk Jambi 

9 UP Pengelolaan Pendapatan 

Tambusai Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Tuanku Tambusai Dalu-Dalu. 

Kode Pos 28458 

10 UP Pengelolaan Pendapatan 

Kepenuhan Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Jendral Sudirman, Kota Tengah. 

Kode Pos 28459 

11 UP Pengelolaan Pendapatan 

Kateman Bapenda Provinsi Riau 

Jl Gajah Mada, Nomor 84 Sei 

Guntung (0779)551273 

12 UP Pengelolaan Pendapatan 

Kampar Kiri Bapenda Provinsi 

Riau 

Jl. Raya Simalinyang Km 46.No 2A, 

Kode Pos 28471 

13 Up Pengelolaan Pendapatan Samsat 

Keliling Bapenda Provinsi Riau 

PEKANBARU 

14 UP Pengelolaan Pendapatan 

Baserah Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Jendral Sudirman No 23, Kel. 

Pasar Baru Baserah 

15 UP Pengelolaan Pendapatan Belilas 

Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Lintas Belilas 
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16 Up Pengelolaan Pendapatan 

Kempas  Raya Bapenda Provinsi 

Riau 

Jl. Lintas Rengat-Tembilahan 

17 UP Pengelolaan Pendapatan Ukui 

Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Lintas Timur Pekabaru-Ukui 

18 Up Pengelolaan Pendapatan 

Simpang Beringin Bapenda 

Provinsi Riau 

Jl. Lintas Timur Km. 25 Pekanbaru- 

Pelalawan 

19 Up Pengelolaan Pendapatan Lubuk 

Dalam Bapenda Provinsi Riau  

Jl.Pertamina Km.17.Kec Lubuk 

Dalam, Kab.Siak 

20 Up Pengelolaan Pedapatan Rupat 

Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Pemuda/ Jl. Masjid Kel. Batu 

Panjang,Rupat 

21 UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir 

Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Raya Pekabaru-Duri Km. 115, 

Bengkalis 

22 UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir 

Bapenda Provinsi Riau 

Jl. Raya Teluk Nanyang Pujud, 

Rokan Hilir 

23 UP Pengelolaan Pendapatan 

Tapung Hilir Bapenda Provinsi 

Riau 

Jl. Pembangunan Desa Kota Bangun, 

Kab. Kampar 

24 Up Pengelolaan Pendapatan E-

Samsat Bapenda Riau 

Jl. Jendral Surdirman  

Sumber: Bapenda Provinsi riau 

2.2 Deskripsi Umum Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu 

Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan 

Batu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau atau lebih dikenal dengan istilah 

SAMSAT (Sistem Aministrasi Manunggal Satu Atap) adalah kantor yang 

umumnya bergerak dibidang pelayanan pembayaran pajak air permukaan, pajak 

kendaraan bermotor dan mutase kendaraan bermotor dan selama lima tahun Ganti 

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Mutasi atau mencabut STNK 

(Surat Tanda Kendaraan Bermotor) terbagi menjadi dua yaitu mutase masuk dan 

mutasi keluar. Mutasi masuk adalah di mana kendaraan bermotor dari daerah 

wilaya lain masuk ke daerah milik kita sendirinya. 
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2.3 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu menjunjung tinggi pada peraturan perundang undangan yang berkalu, 

yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang Undang 

Nomor 55 Tahun 2016, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 berdasarkan hal 

tersebut UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu telah merumuskan  visi dan 

misi sebagai pedoman dalam pelaksananya yaitu: 

a. Visi  

Mewujudkan Pelayanan di bilang registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor yang profesional modern dan terpercaya guna mendukung 

pembangunan nasional. 

b. Misi 

Peningkatan kualitas SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat. 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana guna memberikan pelayanan yang 

lebih cepat mudah dan nyaman bagi masyarakat. 

2. Pengawasan internal guna mencegah peyimpangan dan KKN. 

2.4 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu 

Berikut adalah struktur organisasi yang telah didapatkan peneliti dari 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu. 
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Sumber: UPT Pengelolaan   Pendapatan Bagan Batu 

Gambar 2.1  

Struktur Organisasi UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bagan Batu 

 

Susunan organisasi kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Kelompok Jatabatan Fungsional  
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2.5 Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja 

Dikantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, setiap subbagian 

memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu 

sama lain. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas masing-masing subbagian: 

1. Kepala Kantor  

Kepala kantor tanggung jawab utama untuk mengatur serta memimpin 

seluruh kegiatan dikantor. Kepala kantor diharapkan dapat memberikan 

motivasi, membantu menyelesaikan masalah, dan memastikan operasional 

kantor berjalan dengan efesien dan efektif. Beberapa tugas kepala kantor 

meliputi: 

a. Melaksanakan kegiatan operasional UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu. 

b. Melakukan pelayanan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN, AP) 

serta menyusun laporan penerimaan bulanan pajak daerah. 

c. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 

d. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Kepolisan, Jasa Raharja, 

Pemerintah Daerah) dalam pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, 

AP). 

e. Menyusun surat naska dinas internal dan eksernal untuk UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu. 
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2. Kepala Subbagian Tata Usaha  

Kepala subbagian Tata Usaha memiliki peran penting dalam mendukung 

kelancaran administrasi dan operasional di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bagan Batu, Tugas tugasnya mencakup: 

a. Merancanakan kegiatan subbagian tata usaha berdasarkan rencana 

kegiatan UPT pengelolaan Pendapatan Bagan Batu sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab 

masing masing demi kelancaran pelaksanaan tugas subbagian tata 

usaha. 

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian 

tata usaha sesuai dengan tanggung jawab masing masing. 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subbagian tata usaha. 

e. Menyelengarakan pengelolaan tata naska dinas, surat menyurat, 

kearsipan dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Kelompok Jabatan fungsional 

1. Pengolah data dan informasi 

a. Mengumpulkan data dan informasi objek pajak daerah dari wajib 

pajak atau Perusahaan. 

b. Mengimput data dan informasi terkait penerimaan pajak daerah. 

c. Mengelola data dan berkas penerimaan pajak daerah dalam 

format digital. 
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d. Mengelola data dan informasi publik mengenai penerimaan pajak 

daerah memalaui website atau portal resmi UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bagan Batu. 

2. Pengolah Pemanfaatan Barang Milik Negara 

a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan 

pengelolaan barang sesuia dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Memantau dan memeriksa barang milik daerah sesuai dengan 

bidang tugas. 

c. Terkoordinasinya dengan unit unit terkait atau instansi lain, dalam 

rangka pelaksanaan tugas dapat terlaksanakan secara terpadu. 

d. Terkendali dan terkelola barang sesuai prosedur dan ketentuan 

berlaku. 

e. Terdokumentasinya berkas pelaksanaa tugas sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

4. Pengadministrasi Perkantoran 

a. Menerima, mencatat dan menyertor administasi perkantoran, 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

terlaksana tertib. 

b. Terlaksananya pemberian lembar pengantar pada administrasi 

perkantoran, sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

c. Terdokumentasi administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur 

dan ketentuan yang berlaku. 
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d. Terselesainya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 

jawaban. 

e. Terlaksananya tugas kedinasaan lain dipemerintah atasan baik 

secara tertulis maupun lisan. 

5. Penelaah Teknis Kebijakan. 

a. Menyusun bahan kerja dan alat kerja sesuai aturan dan ketentuan 

yang berlaku. 

b. Menyelesaikan pembuatan laporan penerimaan dan laporan 

pengeluaran sesuai aturan ketentuan yang berlaku. 

c. Teraturnya pengelolahan pendapatan sesuai aturan dan ketentuan 

yang berlaku. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian, jasa raharja, Bank 

Riau Kepri dan Pemerintah Daerah. 

e. Mendokumentasikan berkas laporan penerimaan pajak daerah dan 

laporan pengeluaran laporan. 

4. Kasi Penerimaan 

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak  

a. Mengimput data kendaraan dan identitas pemilik ke dalam 

sistem database. 

b. Memberikan nomor registrasi serta dokumen awal terkait 

pajak. 
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c. Menyediakan informasi dasar untuk keperluan penetapan pajak 

dan pengawasan. 

2. Penetapan Pajak 

a. Menghitung jumlah wajib pajak yang harus dibayarkan oleh 

wajib pajak. 

b. Menyusun Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

c. Mengelola data tarif dan perubahan ketentuan  pajak sesuai 

regulasi yang berlaku. 

3. Pengelolaan keuangan  

a. Melakukan pencatatan transaksi keuangan. 

b. Menyetorkan penerimaan pajak ke kas daerah. 

c. Menyusun laporan harian, bulanan, dan tahunan terkait 

realisasi pajak. 

5. Kasi Penagihan 

1. Pengelolaan Penagihan Pajak 

a. Menyusun daftar tunggakan berdasarkan data dari bagian 

pendataan dan keuangan. 

b. Mengirimkan surat tagihan kepada wajib pajak. 

c. Melaksanakan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti 

tunggakan. 

2. Pengelolaan data penagihan pajak 

a. Melakukan pencatatan setiap aktivitas penagihan dalam sistem. 
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b. Membuat rekapitulsi bulanan dan tahunan tentang efetivitas  

penagihan. 

c. Menyususn data statistik tunggakan untuk analisis dan 

pengambilan kebijakan. 

2.6 Aktivitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu 

Sebagaimana yang diketahuai bahwa Unit Pelaksanaan Tekis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu merupakan wewenang yang bertujuan 

menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan 

segala jenis kendaraan yang merupakan transportasi darat. 

Adapun jenis tugas lain sebagai aktifitas pelayanan dari struktur 

organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan bagan batu 

sebagai berikut: 

1. Kasat  

Merupakan kepala satuan lalu lintas polres riau. Kasat ini memiliki    

tanggung jawab yang paling tinggi. 

2. Baur STNK  

Ini merupakan bintaran urusan STNK. 

3. Putor TNKB  

Adalah petugas samsat yang bertanggung jawab tentang pembuatan TNKB  

(Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). 

4. Baur cek fisik 
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Cek fisik kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BPKB 

(Buku pemilik kendaraaan bermotor) dan STNK (surat tanda nomor 

kendaraan. 

5. Baur mutase 

Merupakan bagian yang sama dengan bagiana cek fisik. Kendaraan 

bermotor dan surat tanda kendaraan merupakan identitas pertama pada 

kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkaan dari dialer yang memenuhi 

sehingga baru dapata didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK. 

6. Pendaftaran 

Bagian pendaftran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau 

mengurus Masyarakat yang akan melakukan transaksi awal dengan  

mengisi formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu instansi. 

7. BPKB 

Bagian BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku 

kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan 

kendaraan bermotor. 

8. STNK 

Yang akan menerbitkann Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan. 

9. File  

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan 

segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang. 
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10. Reg STNK 

Bagian yang akan meregistrasi surat tanda nomor kendaraan. 

11. Reg ranmor 

Bagian yang akan meregistrasi buku kendaraan bermotor. 

12. Buku induk 

Bagian pencatatan buku kendaraan bermotor. 

13. Perpanjangan 

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kandaraan stnk telah habis 

dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan penggatian atau 

perpanajangan STNK. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas dan berdasarkan 

hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Penerapan Aplikasi SIGNAL 

dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendaparan Bagan Batu, penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan SIGNAL meningkatkan penggunaan pembayaran secara Online 

hanya penerapannya masih belum signifikan penggunaan SIGNAL oleh 

masyarakat masih rendah terutama di UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan 

Batu Rokan Hilir. 

2. Dampak penerapan aplikasi SIGNAL sudah tersedia tetapi masih banyak 

wajib pajak yang memilih langsung datang ke kantor samsat dan melakukan 

pembayaran secara manual. 

3. Aplikasi SIGNAL Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu masih ada 

kendalanya faktor yang menimbulkan kendala antara lain: 

a. Kurang nya pemahaman masyarakat tentang aplikasi SIGNAL 

b. Jaringan atau server sering bermasalah sehingga aplikasi tidak bisa 

diakses dengan lancar. 

4.2 Saran 

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang 

mungkin dapat memeberikan masukan, anatara lain: 
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1. Agar dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, pihak UPT 

dapat melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun media sosial 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aplikasi SIGNAL. 

2. Untuk wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran 

pajak kendaraan bermotor dan hindarilah pungutan liar. 

3. Bagi penulis selajutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih teliti 

akurat, terhadap data yang diperoleh maupun variabel yang di peroleh yang 

dapat mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu. 
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